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BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 
NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT 

DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI INDRAMAYU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 1 3  ayat (1 )  Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah jo 
Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

dalam ha! Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil 
persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak 
disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah 

menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah 

tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD Tahun 
Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan 
setiap bulan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang APBD diprioritaskan untuk 
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud pada huruf a clan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 



daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851) ;  

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indoncsia Tahun 2002 N o 0  137), 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keunnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Norn0r 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor I I  Tahun zuzo tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 292 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)  sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Vndang Nomor 1 1  Tahun 
2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

/ -- ­  



Menetapkan 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1 ); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781)  

1 3 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Repu blik Indonesia 
NomOr 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2023; 

14 .  Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Sei 2) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Laerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 1 1  Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kahupaten Indramay Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran 

Oaerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 1  Tahun 2017); 

15 .  Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2021 
tentang Sister dan Prosedur Pengelolaan Kcuangan 
Daerah Kabupaten lndramayu (Berita Daerah 
Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 34). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG 
PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT 
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN 

ANGGARAN 2023. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pera tu ran Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh urusan daerah. 

7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 

8. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik unruk memenuhi keburuhan 

dasar warga negara. 

9. Pcjabat Pengclola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 

10 .  Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 

1 1.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin 
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pcjabat pcrcncana dacrah, PPKD dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

1 3 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA­ 
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

15.  Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 



pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembavaran. 

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­ 

SKPD. 

17.  Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar. 

BAB IT 

RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 . 

Pasal 3 

untuk terjaminnya 
dasar masyarakat, 

(2) 

(1) Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara 

terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan 

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 

yang berkenaan, yaitu : 

a. Bclanja Pcgawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa. 

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja 
kelangsungan pernenuhan pendanan pelayanan 

( 1) 

(2) 

antara lain : 

a .  Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Kewajiban kepada Pihak Ketiga; 
d. Kewajiban pembayaran Pokok Pinjaman; 
e. Bunga Pinjaman yang telah Jatuh Tempo, dan 
f. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 4 
Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai 
keperluan mendesak, meliputi : 
a) Belanja yang bersifat wajib berupa pelayanan dasar pendidikan dan 

kesehatan; 
b) Belanja yang bersifat mengikat berupa gaji dan tunjangan serta 

operasional sehari-hari; 
Pembatasan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tiap bulan 
paling tinggi ditetapkan sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD 
Tahun Anggaran sebelumnya. 



c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/ a tau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja 

yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas Ringkasan Anggaran Belanja daerah 

yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek dan Sub 

Rincian Obyek Belanja. 

Pasal 1 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Indramayu. 

Ditetapkan di Indramayu 
pada tanggal 2 Januari 2023 
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Diundangkan di Indramayu 

pada tanggal 2 Januari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPAIEIN INDRAM'YU 

Ca"/Tt1. 

RINTO WALUYO 

SERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
TAHUN 2023 NOMOR : 1 


